BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN

Menimbang

Mengingat

2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk lebih efektif dan efisiensi Kelompok Kerja
(Pokja) dalam menjalankan layanan pengadaan
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2012
tentang Pembentukan  Unit Layanan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4733);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun
2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 363) diubah sebagai
berikut :
1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga)
angka, yakni angka 1la, angka 11b, dan angka 1lc
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Unit Layanan Pengadaan barang/jasa pemerintah

yang selanjutnya disingkat ULP adalah ULP
Kabupaten Sukoharjo.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah  Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas,
Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa
pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
LKPP Republik Indonesia.

7. Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya
disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa SKPD yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang / jasa.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran SKPD.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh
Bupati atas usul PA untuk menggunakan anggaran
SKPD.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat dengan PPK adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan
barang/jasa.

11. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disingkat
Pokja ULP terdiri dari Pokja I, Pokja II, Pokja III dan
Pokja IV yang masing-masing berjumlah 5 (lima)
orang, bertugas untuk melaksanakan pemilihan
penyedia pengadaan barang / jasa.



11a.

11b.

1l1lc.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP
adalah Tim yang terdiri atas PNS yang memenuhi
syarat yang bertindak sebagai panitia pengadaan
yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa melalui ULP.

Anggota Pokja ULP adalah sejumlah PNS yang telah
lulus seleksi dan keanggotaannya telah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pokja  Pelaksana adalah Pokja ULP yang
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
melalui ULP terdiri dari sejumlah Anggota Pokja
berdasarkan penugasan Kepala ULP;

Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk
untuk melaksanakan Pengadaan Langsung

Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa
pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari
Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi
di bidang pengadaan barang/jasa.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau

orang perseorangan yang menyediakan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa
lainnya.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati
oleh para pihak dalam proses pengadaan
barang/jasa.

Pemilihan Penyedia barang/jasa adalah kegiatan
untuk menetapkan Penyedia barang/jasa yang akan
ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir (brainware).

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa
konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan
pengadaan barang.



21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,
korupsi dan  nepotisme dalam  Pengadaan
Barang/Jasa.

22. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa adalah
tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi dibidang
pengadaan barang/jasa.

23. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement
adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang
selanjutnya disebut LPSE adalah wunit kerja
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dibentuk
untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik.

25. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang
sistem informasi elektronik yang terkait dengan
informasi pengadaan barang/jasa secara nasional
yang dikelola oleh LKPP.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4
Susunan Organisasi ULP terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretaris; dan;
c. Pokja.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

(1) Anggota Pokja ULP terdiri dari PNS yang memenuhi
syarat yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan.

(2) Dalam melaksanakan pengadaan, Pokja Pelaksana
terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota secara
fungsional bertanggungjawab kepada Kepala ULP
secara teknis bertanggungjawab kepada satuan kerja
yang memanfaatkan layanan ULP.

(3) Setiap Pokja Pelaksana dikoordinasikan oleh seorang
ketua dari salah satu anggota Pokja yang
bersangkutan.



4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi ULP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

a.

Pasal 15

Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi :

melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga

perkiraan sendiri paket-paket yang akan

dilelang/seleksi;

mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri,

kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan

dan rancangan kontrak kepada PPK;

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa

dan menetapkan dokumen pengadaan;

melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai

dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai

dengan menjawab sanggah;

mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati

untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa

lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000,00

(seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi

yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) melalui Kepala ULP;

menetapkan pemenang untuk :

1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk
paket pengadaan barang/jasa/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling
tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada
PPK melalui Kepala ULP;
membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP;
memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP
mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan
perbuatan  seperti penipuan, pemalsuan dan
pelanggaran lainnya; dan



j- mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli
kepada Kepala ULP.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 19

(1) Kepala, Sekretaris dan Anggota Pokja ULP diangkat
melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim
Penilai.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Daerah,
Inspektorat dan Pengguna Anggaran ULP.

(3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Pokja ULP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam melaksanakan pengadaan, Kepala ULP
menunjuk paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Pokja
ULP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala ULP.

7. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni
BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20A

Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan melalui
ULP sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap
dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebelum
diubahnya Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Januari 2014

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Januari 2014 ttd

SEKRETARIS DAERAH WARDOYO WIJAYA
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd
AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 13



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA

SEKRETARIS

POKJA

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



